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ABSTRAK
(A) Nama : Daniel (Nomor Induk Mahasiswa 217231008)
(B) Judul Thesis : HARMONISASI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
TERHADAP PENETAPAN PENGELOLAAN DAN HAK
ATAS TANAH DALAM KEPEMILIKAN TANAH OLEH
ORANG ASING DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA
© Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Nominee Arrangement, Hukum Indonesia
(D) Isi
Dalam perkembangan populasi manusia tempat tinggal merupakan salah satu dari 3 unsur
kehidupan manusia yang dikenal juga dengan Sandang, Pangan dan Papan. Dalam karya tulis
ini penulis akan menitik beratkan pada unsur papan atau bisa dikatakan sebagai rumah.
Dimana sebuah rumah berdiri diatas sebidang tanah yang mana tanah tersebut merupakan
salah satu dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara hal tersebut sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam Staat Fundamental Norm yakni UUD 1945 bahwa Negara
merupakan organisasi kekuasaan yang diberikan wewenang berdasarkan oleh Staat
Fundamental Norm untuk menguasai dan mempergunakan Tanah, Air, Ruang Angkasa dan
Ruang yang ada didalam permukaan bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena wewenangnya, pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, Persediaan dan pemeliharaan atas wilayah yang termasuk dalam teritorial
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena sebab dan amanat tersebut pemerintah
menciptakan peraturan yang mengatur dan peraturan tersebut harus memiliki semangat yang

sama dengan Staat Fundamental Norm yang mana tercantum pada alinea ke-empat prambule.



Dalam hal pelaksanaan wewenangnya pemerintah membuat ketentuan-ketentuan dan
larangan-larangan diantaranya ialah hanya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu
saja yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya ialah Bank Negara, badan keagamaan yang
ditunjuk oleh Menteri Pertanahan, badan sosial yang ditunjuk Menteri Pertanahan yang dapat
memiliki hak milik atas suatu tanah. untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan
Prambule Alinea Ke-empat pemerintah guna menjamin kepastian hukum. pemerintah
menciptakan Lembaga yang disebut sebagai Lembaga pendaftaran tanah hal ini merupakan
perwujudan dari pasal 19 UUPA yang mengatur tentang pendaftaran yang digunakan untuk
menciptakan dan menjamin kepastian hukum atas suatu bidang tanah. dan oleh karena
Batasan dan larangan tersebut maka timbulah inisiatif dan kreatifitas para pemangku
kepentingan untuk menciptakan pranata hukum yang dapat dikatakan baru dan belum diakui
dan dikenal oleh KUHPer namun keberadaannya dijamin oleh Pasal 1338 KUHPer yang
mana perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat /lnnominat.
Perjanjian ini juga lahir oleh karena sebuah teori yang keadilan yang bersifat reaktif.
Sehingga berdasarkan teori tersebut nominee dapat dikatakan ada dan berlaku terhadap para
pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.

Apabila kita membahas tentang perolehan hak maka kita perlu juga membahas tentang
peralihan hak, dalam UUPA Warga Negara Asing tidak dapat memiliki hak milik atas suatu
tanah dan apabila warga negara asing tersebut memperoleh hak milik oleh karena kewarisan
maka orang asing tersebut diwajibkan untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut dalam
kurun waktu satu tahun.

Dalam upaya pemerintah untuk mempermudah dan memperlancar iklim investasi pemerintah
menciptakan sebuah instrumen hukum guna menarik investasi dari luar atau yang dikenal
juga sebagai FDI atau Foreign Dirct Investment. Instrumen hukum ini memberikan

kesempatan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang berada di wilayah



Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi para
investor untuk memiliki tempat tinggal yang mana tempat tinggal tersebut dapat memberikan
rasa nyaman bagi investor untuk berinvestasi.

(E)  Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H

(F) Peneliti : Daniel



ABSTRACT

(A) Name : Daniel (Student ID Number: 217231008)
(B) Thesis title : Harmonization Of Principal Laws On Agrarian Laws

Towards The Determination Ownership And Land Rights In

Land Ownership By Foreigners In The Perspective Of Legal

Certainty Land Ownership In Indonesia
(C) Keywords : Contract Law, Nominee Arrangement, Indonesian Law
(D) Contents

In the development of human population, housing is one of the 3 elements of human

life which are also known as Clothing, Food and Shelter. In this paper, the author will focus on
the element of the board or can be said as a house. Where a house stands on a piece of land
which is one of the natural resources controlled by the state, this is as mandated in the Staat
Fundamental Norm, namely "UUD 1945" that the State is an organization of power that is
given authority based on the Staat Fundamental Norm to control and use Land, Water, Space
and Space in the earth's surface for the greatest prosperity of the people of the Unitary State of
the Republic of Indonesia, because of its authority, the government of the Unitary State of the
Republic of Indonesia is allowed to regulate, organize the allocation, use, Supply and
maintenance of the area included in the territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia. Because of this reason and mandate, the government creates regulations that
regulate and these regulations must have the same spirit as the Staat Fundamental Norm which
is stated in the fourth paragraph of the preamble. In terms of implementing its authority, the
government makes provisions and prohibitions, including only Indonesian citizens and certain
legal entities determined by the government, including Bank Negara, religious bodies
appointed by the Minister of Land Affairs, social bodies appointed by the Minister of Land

Affairs that can own land. to achieve the goals as mandated by the Fourth Paragraph of the



government to ensure legal certainty. the government created an institution called the Land
Registration Institution, this is a manifestation of Article 19 of the UUPA which regulates
registration which is used to create and guarantee legal certainty for a plot of land. and because
of these limitations and prohibitions, the initiative and creativity of stakeholders arose to create
a legal institution that can be said to be new and not yet recognized and known by the Civil
Code, but its existence is guaranteed by Article 1338 of the Civil Code, where this agreement
can be categorized as an Innominat agreement. This agreement was also born because of a
theory of reactive justice. So based on this theory, nominees can be said to exist and apply to
the parties contained in the agreement. When we discuss about the acquisition of rights then
we also need to discuss the transfer of rights, in the UUPA Foreign Citizens cannot have
ownership rights to a land and if the foreign citizen obtains ownership rights due to inheritance
then the foreigner is required to transfer the rights to the land within one year.

In the government's efforts to facilitate and smooth the investment climate, the government
created a legal instrument to attract investment from abroad or what is also known as FDI or
Foreign Direct Investment. This legal instrument provides an opportunity for foreign citizens
to have rights to land located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
This also provides an opportunity for investors to have a place to live where the place of
residence can provide a sense of comfort for investors to invest.

(E)  Thesis Supervisor : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.-H

(F)  Researcher : Daniel
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